ABSTRAK

Neng Siskawati, KETENTUAN HUKUM BAGI ANAK DAN ISTRI
MELALUT ITSBAT NIKAH BAGI PELAKU NIKAH DI BAWAH
TANGAN (Studi Penelitinn di Pengadilan Agama Majalengha).

Itshat Mikah adalah sebuah proses penetapan Pernikahan dua orang Suami
istri vang sebelumnya telah melakukan nikah secara Siri. Tujuan darni itsbat nikah
adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sshnye perkawinan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku di Indonesia, misalkan dalam
UU Wo. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat {2). Pada Dasarnys
Pelaksanaan Itshat diperuntukken pada hal tertentu saja seperti yang telah
dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1}, (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam
penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum bagi anak dan
1stri melalui itshat nikah bagi pelaku pemikahan dibawah tangan vang terjadi di
Pengadilan Agama Majalengka

Metode penelitian menggunakan metode filed reserch, kemudian tekhnik
pengumpulan data dengan cara wawancara, studi dokumen atau bahan pustaka,
dan observasi langsung pada Pengadilan Agama Majalengka,

Berdasarkan data dari hasil wawancara dan observasi terhadap ketentuan
hukum bagi anak dan istri melalw itsbat nikah bagi pelaku pemnikahan dibawah
tangan menunjukan bahwa semua warga negara mempunvai hak vang sama
setelah di itsbatkan, terutama mereka mempunyai kekuatan hukum dengan bukti
sebuah putusan dan penetapan dan Pengadilan Agama Majalengka. Akibat hukum
terhadap adanys Penetapan Itsbat Nikah adalah sahnya pernikahan secara hukum
dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak
vang labir dan perkawinannya menjadi anak vang sah dan timbulnya hubungan
saling mewarisi jika terjadi kematian salah satu pihak, baik suami atau isteri dan
anak. Dengan demikian ketika scorang anak mempunyal hak untuk memiliki akta
kelahiran bisa mengajukan pembuatan akia kelahiran pada dinas terkait dengan
memberikan bukti status hukum pernikahan kedua orang tuanya berupa putusan
dan penctapan dar pengadilan Agama Majalengka, begitupun status istri vang
sudah di itsbatkan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan masyarakat
lainnya. Legalitas administrasi anak dan isteri akan diakui oleh nepara karena
keduanya sudah tercatat, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 avat (1) vang
berbunyi : Agar terjamin ketertiban perkawinan bapi masvarakat islam setiap
perkawinan harus dicatat. Sudah jelas dalam pasal tersebut bahwa hukum sangat
melindungi warga negara vang mematuhi segala ketentuan yang berlaku, karena
seperti yang tertera dalam Pasal 6 avat (1), Pasal 15 ayat (2).




